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KATA PENGANTAR

Puji Syukur, atas perkenan Tuhan YME Buku 2: Arsitektur Data dan Informasi, Layanan
SPBE dan Proses telah selesai. Dokumen ini berisi gambaran Peta Proses Bisnis, Layanan
SPBE serta Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Ektronik di Kabupaten

Natuna.

Buku ini merupakan salah satu keluaran dari pekerjaan Pembuatan Dokumen Arsitektur dan
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBEJi Pemerintah Kabupaten
Natuna, Tahun 2022.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yangherupakan
suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara
menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan

penyelenggaraan pelyanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan.

Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan didapatkan acuan berupa rumusan
rencana strategis pembangunan dan pengembangan SPBE yang diantaranya mampu
menjamin keselarasan antara pembangunan / pengembangan SPBE dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022026 Kabupaten Natuna,
menjamin ketersediaan dukungan SPBE dengan tugas pokok dan fungsi semua OPD
pemerintah Kabupaten Natuna, serta memenuhi kesenjangan antara kondisi eksisting

lingkungan sistem informasi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai di akhir tahun 2026.

Pada Buku selanjutnya yaitu Buku 3, akan di jelaskan terkait Arsitektur Aplikasi SPBE.

Natuna, Agustus 2022

Bupati Natuna

Wan Siswandi S.Sos, M.Si
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DAFTAR ISTILAH (TERMINOLOGI)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, berikut ketentuan

umum atau penjelasan dari beberapa istilah yang tertuang dalam dokumen ini:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang merastikan terlaksananya
pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang
efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi
aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE
secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE
untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPB yang diterapkan secara nasional.
Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi
pusat.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di
pemerintah daerah.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yag mendeskripsikan arah dan langkah
penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara
nasional.

Peta Rencana SPBE InstansPusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di
instansi pusat.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan
di pemerintah daerah.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-

masing.

/




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas
yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan
perangkat elektronik lainnya.

Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan
Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi
pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE
yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masingmasing.
Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sigem elektronik dan
komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan data, dan pemulihan data.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan
dalam suatu organisasi.

Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk
melakukan pertukaran Layanan SPBE.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang
dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yagisama, standar, dan digunakan secara bagi
pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan,
dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah
lain.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi
informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian
antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang
telah ditetapkan.

Pengguna SPBE adalah instansi pusatpemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil
Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan
Layanan SPBE.




27.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan
lembaga pemerintah lainnya.

28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
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KATALOG PROSES BISNIS

BAB |

ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Berikut merupakan katalog proses bisnis Kabupaten Natuna :

Tabel 1. 1 Katalog Proses Bisnis

No

Kode Proses Bisnis

Nama Proses Bisnis

Kategori

NTX 01

Akselerasi peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia

Utama

NTX 01.01

Meningkatnya pengamalan agama
didalam kehidupan masyarakat

Utama

NTX 01.01.01

Peningkatan kualitas kehidupan
beragama dan budaya lokal melalui
pendidikan karakter dan keagamaan di
lingkungan keluarga, lingkungan
pendidikan dan lingkungan masyarakat

Utama

NTX 01.01.02

Pemerataan dan peningkatan kualitas
pelayanan Pendidikan melalui
peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan, peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
serta peningkatan budaya literasi

Utama

NTX 01.02

Meningkatnya kualitas pendidikan

Utama

NTX 01.02.01

Peningkatan layanan kesehatan secara
merata melalui pemenuhan tenaga
kesehatan dan sarana prasarana
kesehatan

NTX 01.03

Meningkatnya kualitas kesehatan

Utama

NTX 01.03.01

Peningkatan Program Pembangunan
Berbasis Gender melalui penguatan
kapasitas politik dan ekonomi perempuan

NTX 01.04

Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan

Utama

10

NTX 02

Mewujudkan kemandirian ekonomi
berbasis potensi lokal

Utama

11

NTX 02.01

Meningkatnya perekonomian
di sektor pertanian dan perikanan

Utama

12

NTX 02.01.01

Menguatkan dukungan sarana dan
prasarana produksi Pertanian, Perikanan
serta kualitas sumber daya petani dan
nelayan

Utama

13

NTX 02.02

Meningkatnya perekonomian di sektor
pariwisata

Utama

14

NTX 02.02.01

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi
daerah dan daya tarik pariwisata dan
mendorong ekonomi kreatif berbasis
potensi lokal

Utama




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori

15 | NTX 02.03 Meningkatnya iklim investasi yang sehat, Utama
aman dan kondusif

16 | NTX02.03.01 Memperkuat sistem informasi Utama
penanaman modal

17 | NTX 02.04 Meningkatnya perekonomian di sector Utama
perindustrian dan perdagangan

18 | NTX 02.04.01 Menguatkan nilai produksi industri dan Utama
nilai ekspor barang industri serta
menguatkan sarana distribusi
perdagangan

19 | NTX 02.05 Meningkatnya kualitas tenaga kerja Utama

20 | NTX 02.05.01 Menguatkan nilai produksi industri dan Utama
nilai ekspor barang industri serta
menguatkan sarana distribusi
perdagangan

21 | NTX02.06 Meningkatnya standar hidup layak Utama
masyarakat.

22 | NTX 02.06.01 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Utama

23 | NTX 02.06.02 Peningkatan Daya Beli Masyarakat Utama
dengan menjaga stabilitas harga barang

24 | NTX 03 Menciptakan Kawasanperbatasan yang Utama
aman, strategis, dan eksotis

25 | NTX 03.01 Meningkatnya pembangunan kawasan Utama
perbatasan

26 | NTX 03.01.01 Peningkatan Keamanan dan ketertiban Utama
masyarakat melalui penegakan PERDA

27 | NTX 03.02 Meningkatnya ketentraman, ketertiban Utama
umum,dan perlindungan masyarakat

28 | NTX 03.02.01 Peningkatan Pembangunan Kawasan Utama
Pariwisata

29 | NTX 03.03 Meningkatnya Kawasan strategis Utama
pariwisata

30 | NTX 03.03.01 Peningkatan Pembangunan Kawasan Utama
Nasional Strategis Tertentu

31 | NTX 03.04 Meningkatnya produktifitas kawasan Utama
strategis perikanan tangkap

32 | NTX 04 Akselerasi pembangunan infrastruktur Utama
yang tertib dan teratur

33 | NTX 04.01 Meningkatnya infrastruktur antar wilayah Utama

34 | NTX 04.01.01 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Utama
dan memperkuat konektivitas antrar
wilayah

35 | NTX 04.02 Meningkatnya penataan bangunan Utama
gedung strategis kabupaten

36 | NTX 04.02.01 Peningkatan Infrastruktur Gedung Utama
Pemerintahan

37 | NTX 05 Menciptakan kualitas, daya tamping dan Utama

daya dukung lingkungan hidup




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori
yang berkelanjutan

38 | NTX 05.01 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Utama
yang berkelanjutan

39 | NTX 05.01.01 Peningkatan kualitas dan Pengelolaan Utama
Lingkungan Hidup

40 | NTX 06 Menciptakan reformasi birokrasi yang Utama
cerdas (smart bureaucracy)

41 | NTX 06.01 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan Utama
akuntabel

42 | NTX 06.01.01 Percepatan reformasi birokrasi Utama

43 | NTX 07 Mengoptimalkan penggunaan Utama
Teknologi Informasi dan Komunikasi

44 | NTX 07.01 Meningkatnya pengelolaan informasi dan Utama
komunikasi publik pemerintah daerah

45 | NTX 07.01.01 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Utama
Informasi dan Komunikasi

46 | NTX11 Pengelolaaninformasi Pembangunan Manajemen
Daerah

47 | NTX11.01 PerencanaanPembangunan Daerah Manajemen

48 | NTX11.01.01 Penyusunan RPJPD Manajemen

49 | NTX11.01.01.01 Penyusunan Dokumen RPJPD Manajemen

50 | NTX11.01.01.02 Monitoring Penyusunan Dokumen RPJPD Manajemen

51 NTX11.01.02 Penyusunan RPJMD Manajemen

52 | NTX11.01.02.01 Penyusunan Dokumen RPJMD Manajemen

53 | NTX11.01.02.02 Monitoring Penyusunan Dokumen RPIJMD Manajemen

54 NTX11.01.03 Penyusunan KLHS Manajemen

55 | NTX11.01.03.01 Penyusunan Dokumen KLHS Manajemen

56 | NTX11.01.03.02 Monitoring Penyusunan Dokumen KLHS Manajemen

57 | NTX11.01.04 Penyusunan Renstra PD Manajemen

58 | NTX11.01.04.01 Penyusunan Dokumen Renstra PD Manajemen

59 | NTX11.01.04.02 Monitoring Penyusunan Dokumen Manajemen
Renstra PD

60 NTX11.01.05 Penyusunan RKPD Manajemen

61 | NTX11.01.05.01 Penyusunan Dokumen RKPD Manajemen

62 | NTX11.01.05.02 Monitoring Penyusunan Dokumen RKPD Manajemen

63 | NTX11.01.06 Penyusunan Renja PD Manajemen

64 | NTX11.01.06.01 Penyusunan Dokumen Renja PD Manajemen

65 | NTX11.01.06.02 Monitoring Penyusunan Dokumen Renja Manajemen
PD

66 | NTX11.01.07 Penyelarasan Pembangunan Daerah Manajemen

67 | NTX11.02 Pengendaliandan EvaluasiPembangunan Manajemen
Daerah

68 | NTX11.02.01 Pengendalian dan EvaluasiPerumusan Manajemen
Kebijakan Pembangunan Daerah

69 | NTX11.02.02 Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Manajemen

Kebijakan Pembangunan Daerah




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori

70 | NTX11.02.03 Pengendalian danEvaluasi Hasil Manajemen
Kebijakan Pembangunan Daerah

71 | NTX11.03 Analisis, Profildan Informasi Manajemen
Pembangunan Daerah

72 | NTX11.03.01 Analisis dan Profil Pembangunan Daerah Manajemen

73 | NTX11.03.02 Profil Pembangunan Daerah Manajemen

74 | NTX11.03.03 Informasi Pembangunan Daerah Manajemen
Berdasarkan 7 Aspek Pembangunan
Daerah

75 | NTX11.04 Partisipasi MasyarakatDalam Manajemen
Pembangunan Daerah

76 | NTX11.04.01 Pokok Pikiran DPRD Manajemen

77 | NTX11.04.02 Konsultasi Publik Manajemen

78 | NTX11.04.03 Pelaksanaan Musrenbang Manajemen

79 NTX11.04.04 Forum SKPD Manajemen

80 | NTX12 PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Manajemen
Daerah

81 | NTX12.01 PenganggaranKeuangan Daerah Manajemen

82 | NTX12.01.01 Penyusunan KUA PPAS Manajemen

83 | NTX12.01.02 Penyusunan RKA PD Manajemen

84 | NTX12.01.03 Penyusunan Rancangan APBD Manajemen

85 | NTX12.01.04 Penetapan APBD Manajemen

86 NTX12.01.05 Pergeseran Anggaran Manajemen

87 | NTX12.01.06 Penyusunan Perubahan KUA dan Manajemen
Perubahan PPAS

88 | NTX12.01.07 Perubahan RKA PD Manajemen

89 | NTX12.01.08 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Manajemen

90 | NTX12.01.09 Penetapan Perubahan APBD Manajemen

91 | NTX12.02 Pelaksanaandan penatausahaan Manajemen
Keuangan Daerah

92 | NTX12.02.01 Manajemen KAS Manajemen

93 | NTX12.02.02 Pelaksanaan dan penatausahaan Manajemen
Keuangan Daerah Penerimaan

94 | NTX12.02.02.01 Penyusunan DPA dan Anggaran KAS Manajemen
Penerimaan SKPD

95 | NTX12.02.02.02 Pelaksanaan danpenatausahaan Manajemen
Pendapatan

96 | NTX12.02.02.03 Pelaksanaan dan penatausahaan Manajemen
penerimaan pembiayaan

97 | NTX12.03 Penyusunan Informasi Akuntansi Manajemen
dan Laporan Keuangan Daerah

98 | NTX12.03.01 Penyusunan laporan realisasianggaran Manajemen

99 | NTX12.03.01.01 LRA Semester 1 dan Prognosis Manajemen

100 | NTX12.03.01.02 LRA Periodik Manajemen

101 | NTX12.03.02 Penyusunan laporan perubahan saldo Manajemen
anggaran lebih

102 | NTX12.03.03 Penyusunan laporanoperasional Manajemen




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori
103 | NTX12.03.04 Penyusunan laporan perubahan ekuitas Manajemen
104 | NTX12.03.05 Penyusunan neraca Manajemen
105 | NTX12.03.06 Penyusunan laporan arus kas Manajemen
106 | NTX12.03.07 Penyusunan catatan atas laporan Manajemen
keuangan
107 | NTX12.04 Penyusunan Raperda Manajemen
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
108 | NTX12.04.01 Penyusuna Peraturan Daerah Manajemen
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
109 | NTX12.04.02 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Manajemen
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
110 | NTX12.05 Pengelolaan BMD Manajemen
111 | NTX12.05.01 Perencanaan kebutuhan dan Manajemen
penganggaran
112 | NTX12.05.02 Pengadaan Manajemen
113 | NTX12.05.03 Penggunaan Manajemen
114 | NTX12.05.04 Pemanfaatan Manajemen
115 | NTX12.05.05 Pengamanan dan Pemeliharaan Manajemen
116 | NTX12.05.06 Penilaian Manajemen
117 | NTX12.05.07 Pemindahtanganan Manajemen
118 | NTX12.05.08 Pemusnahan Manajemen
119 | NTX12.05.09 Penghapusan Manajemen
120 | NTX12.05.10 Penatausahaan Manajemen
121 | NTX12.05.11 Pembinaan, Pengawasan dan Manajemen
Pengendalian
122 | NTX12.05.12 Pengelolaan Barang oleh BLUD Manajemen
123 | NTX12.06 Pengelolaan BLUD Manajemen
124 | NTX12.06.01 Perencanaan BLUD Manajemen
125 | NTX12.06.02 Penganggaran BLUD Manajemen
126 | NTX12.06.03 Penatausahaan Keuangan BLUD Manajemen
127 | NTX12.06.03.01 Perencanaan dan Penganggaran Manajemen
128 | NTX12.06.03.02 Pelaksanaan Anggaran Manajemen
129 | NTX12.06.03.03 Pengelolaan Kas Manajemen
130 | NTX12.06.03.04 Pengelolaan utang piutang Manajemen
131 | NTX12.06.03.05 Pengeloaan Investasi Manajemen
132 | NTX12.06.04 Akuntan, Pelaporan dan Manajemen
Pertanggungjawaban
133 | NTX12.07 Pelaporan BUMD Manajemen
134 | NTX12.07.01 Profil BUMD Manajemen
135 | NTX12.07.02 Laporan Keuangan Manajemen
136 | NTX12.08 Pengelolaan Pajak dan Retribusi Manajemen
137 | NTX12.08.01 Pengelolaan Kebijakan Pajak dan Manajemen
Retribusi
138 | NTX12.08.02 Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Pajak Manajemen
dan Retribusi
139 | NTX13 Pelaporan dan Evaluasi Manajemen




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

140 | NTX13.01 Pelaporan Penyelenggaran Manajemen
Pemerintah Daerah

141 | NTX13.01.01 Pembentukan Tim Manajemen

142 | NTX13.01.02 Pengumpulan Data Manajemen

143 | NTX13.01.03 Penyusunan Dokumen Data dan Dasar Manajemen
Capaian Kerja

144 | NTX13.01.04 Verifikasi dan Penilaian dokumen Data Manajemen
Dasar

145 | NTX13.01.05 Penyusunan & Penyampaian LPPD Manajemen

146 | NTX13.01.05.01 Penyusunan LPPD Manajemen

147 | NTX13.01.05.02 Penyampaian LPPD Manajemen

148 | NTX13.01.06 Penyusunan & Penyampaian LKPD Manajemen

149 | NTX13.01.06.01 Penyusunan LKPD Manajemen

150 | NTX13.01.06.02 Penyampaian LKPD Manajemen

151 | NTX13.01.07 Penyusunan & Penyampaian RLPPD Manajemen

152 | NTX13.01.07.01 Penyusunan RLPPD Manajemen

153 | NTX13.01.07.02 Penyampaian RLPPD Manajemen

154 | NTX13.02 Evaluasi PenyelenggaraanPemerintah Manajemen
Daerah

155 | NTX13.02.01 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Manajemen
Provinsi

156 | NTX13.02.02 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Manajemen
Kabupaten/Kota

157 | NTX13.02.03 Penyampaian Hasil Evaluasi Manajemen

158 | NTX13.02.03.01 Penyampaian Hasil EPPXabupaten/Kota Manajemen

159 | NTX13.02.03.02 Penyampaian Hasil EPPD Provinsi Manajemen

160 | NTX13.02.04 Tindaklanjut Hasil Evaluasi Manajemen

161 | NTX13.02.04.01 Pertimbangan Pemberian Penghargaan Manajemen

162 | NTX13.02.04.02 SinkronisasiPerencanaan dan Penetapan Manajemen
Target Pembangunan Pusat dan Daerah

163 | NTX13.02.04.03 Pembinaan Peningkatan Manajemen
Kemampuan Pemerintahan Daerah

164 | NTX13.03 Manajemen Kinerja SPBE OPD Manajemen

165 | NTX13.03.01 Pembinaan Peningkatan Kinerja SPBE Manajemen
OPD

166 | NTX13.03.02 Fasilitasi Peningkatan Kinerja SPBE OPD Manajemen

167 | NTX14 Manajemen PERDA Manajemen

168 | NTX14.01 Perencanaan Penyusunan Peraturan Manajemen
Daerah

169 | NTX14.02 Penyusunan & Pembahasan Produk Manajemen
Hukum Penetapan

170 | NTX14.02.01 Penyusunan Produk Hukum Penetapan Manajemen

171 | NTX14.02.02 Pembahasan Produk Hukum Penetapan Manajemen

172 | NTX14.03 Penyusunan & Pembahasan Produk Manajemen

Hukum Peraturan




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori

173 | NTX14.03.01 Penyusunan Produk Hukum Peraturan Manajemen

174 | NTX14.03.02 Pembahasan Produk Hukum Peraturan Manajemen

175 | NTX14.04 Pembinaan & Evaluasi Produk Hukum Manajemen
Peraturan

176 | NTX14.04.01 Pembinaan Produk Hukum Peraturan Manajemen

177 | NTX14.04.02 Evaluasi Produk Hukum Peraturan Manajemen

178 | NTX14.05 Pelaksanaan Register Produk Hukum Manajemen

179 | NTX14.06 Penetapan Penomoran Pengundangan Manajemen
dan Autentifikasi

180 | NTX14.07 Pembatalan Produk Hukum Manajemen

181 | NTX15 Manajemen Kelembagaandan SDM Manajemen
Daerah

182 | NTX15.01 Penataan, Pembentukandan Evaluasi Manajemen
Perangkat Daerah

183 | NTX15.01.01 Penataan Perangkat Daerah Manajemen

184 | NTX15.01.02 Pembentukan Perangkat Daerah Manajemen

185 | NTX15.01.03 Evaluasi Perangkat Daerah Manajemen

186 | NTX15.02 Pengelolaandan Pengembangan Manajemen
SDM Daerah

187 | NTX15.02.01 Perencanaan Pengembangan Kompetensi Manajemen
SDM Daerah

188 | NTX15.02.02 Penyusunan Persyaratan Kompetensi Manajemen
SDM Daerah

189 | NTX15.02.03 Penyusunan Standar Kompetensi SDM Manajemen
Daerah

190 | NTX15.02.04 Pelaksanaan Uji Kompetensi SDM Daerah Manajemen

191 | NTX15.02.05 Pengembangan Kompetensi SDM Daerah Manajemen

192 | NTX15.02.06 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

193 | NTX15.02.07 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Manajemen
Daerah

194 | NTX15.03 Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Manajemen
Kelola Pemerintah Daerah

195 | NTX16 Pembinaan dan Pengawasan Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

196 | NTX16.01 Pengawasan Umum Pemerintah Daerah Manajemen

197 | NTX16.01.01 Pengawasan Umum oleh Inspektorat Manajemen
Kemendagri

198 | NTX16.01.02 Pengawasan Umum oleh Inspektorat Manajemen
Daerah

199 | NTX16.02 Pengawasan TeknisPemerintah Daerah Manajemen

200 | NTX16.02.01 Pengawasan Teknis oleh Inspektorat K/L Manajemen
penanggung jawab urusan

201 | NTX16.02.02 Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Manajemen
Daerah

202 | NTX21 Administrasi Kewilayahan Pendukung

203 | NTX21.01 Pengelolaan Kawasan, Perkotaan dan Pendukung
Batas Negara

204 | NTX21.01.01 Pengelolaan Kawasan Pendukung




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori

205 | NTX21.01.02 Pengelolaan Perkotaan Pendukung

206 | NTX21.01.03 Pengelolaan Batasa Negara Pendukung

207 | NTX21.02 Pengelolaan Toponimi, danBatas Daerah Pendukung

208 | NTX21.02.01 Pengelolaan Topomini Pendukung

209 | NTX21.02.02 Pengelolaan Batas Daerah Pendukung

210 | NTX22 Penyelenggaraan Administrasi Pendukung
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

211 | NTX22.01 Pendaftaran Penduduk Pendukung

212 | NTX22.02 Pencatatan Sipil Pendukung

213 | NTX22.03 Pengelolaan Informasi Administrasi Pendukung
Kependudukan

214 | NTX22.04 Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pendukung
Pencatatan Sipil

215 | NTX22.05 Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Pendukung
Dokumen Kependudukan

216 | NTX23 Ketentraman, Ketertiban Umum Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat

217 | NTX23.01 Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Pendukung
Umum

218 | NTX23.02 Penyelenggaraan Perlindungan Pendukung
Masyarakat

219 | NTX24 Penyelenggaraan Urusan Pendukung
Pemerintahan Umum

220 | NTX24.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pendukung
Ketahanan Nasional

221 | NTX24.02 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Pendukung
Bangsa

222 | NTX24.03 Pembinaan kerukunan antarsuku dan Pendukung
intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya

223 | NTX24.04 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Pendukung
Ketentuan Peraturan Perundang
undangan

224 | NTX24.05 Koordinasi Pelaksanaan Tugas antar Pendukung
instansi Pemerintahan

225 | NTX24.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Pendukung
berdasarkan Pancasila

226 | NTX24.07 Pelaksanaan semua Urusan Pendukung
Pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak
dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

227 | NTX25 PenyelenggaranLayanan Informasi Pendukung
Publik

228 | NTX25.01 Penyusunan Kebijakandan Standar Pendukung
Informasi Publik

229 | NTX25.02 Akuisisi dan Analisis Informasi Publik Pendukung

230 | NTX25.03 Publikasi dan Visualisasi Pendukung

Informasi Publik




No Kode Proses Bisnis Nama Proses Bisnis Kategori
231 | NTX25.04 Pelaksanaan Layanan Akses Pendukung
dan Permintaan Informasi Publik
232 | NTX25.05 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendukung
Layanan Informasi Publik
233 | NTX26 Pengelolaan Sumber Daya Pendukung
Teknologi Informasi dan Komunikasi
234 | NTX26.01 Penyelenggaraan Tata Kelola Pendukung
dan Manajemen Teknologi Informasi
dalam SPBE
235 | NTX26.02 Penyelenggaraan Aksesdan Layanan Pendukung
Infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi dalam SPBE
236 | NTX26.03 Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pendukung
dan Persandian dalam SPBE
237 | NTX26.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Pendukung
Aplikasi SPBE
238 | NTX26.05 Pengelolaandan Pelaksanaanintegrasi Pendukung
Data SPBE
239 | NTX26.06 Penyelenggaran Layanan Pendukung
Teknologi Informasi
dan Komunikasi dalam SPBE
240 | NTX26.07 Penyelenggaraan Pengembangan Pendukung
SDM TIK dalam SPBE
241 | NTX26.08 Penilaian Kinerjadan Audit TIK SPBE Pendukung
1.2 KATALOG AKTOR
Berikut merupakan katalog aktor Kabupaten Natuna :
Tabel 1. 2 Katalog Aktor
No Kode Aktor Pelaksana Deskripsi
1. |Pemda Pemerintah Daerah Adalah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah
Otonom
2. |DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Adalah Lembaga perwakilan rakyat
Daerah Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah
3. |KDH Kepala Daerah Adalah Gubernur untuk provinsi,
Bupati untuk Kabupaten, walikota kota
untuk Kota




No

Kode

Aktor Pelaksana

Deskripsi

BAPPEDA

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah

BAPPENAS

Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Adalah unsur pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

KL Teknis

KL Teknis

Adalah unsur pelaksana pemerintah
daerah, daerah dapat berarti provinsi,
kabupaten atau kota

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

Adalah unsur pemerintahan
memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara

BPKP

Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan

Adalah unsur pemerintahan yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Adalah unsur pemerintahan untuk
meningkatkan daya guna dan hasil
guna terhadap upaya pemberantasan
tindak pindana korupsi

10.

Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

Adalah menyelenggarakan urusan di
bidang pemerintahan dalam negeri
untuk membantu presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan
negara

11.

Kemenkeu

Kementerian Keuangan

Adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan
negara untuk membantu presiden
dalam menyelenggarakan
pemerintaha negara

12.

Pemdes

Pemerintah Desa

Adalah unsur perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan
desa

13.

PD

Perangkat Daerah

adalah  unsur
Daerah dan
penyelengggaraan

pembantu
DPRD

Kepala
dalam
Urusan




No Kode Aktor Pelaksana Deskripsi
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
14. | TAPD Tim Anggaran Pemerintah adalah Rim yang bertugas
Daerah mernyiapkan dan  melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan APBD
15. | SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah | adalah Unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan
Daerah
16. | SKPKD Satuan Kerja Pengelola Adalah unsur penunjang Urusan
Keuangan Daerah pemerintahan Daerah [ada
Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Daerah
17. Bidang Pendapatan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk
mengelola pemilihan Penyedia
18. | OPD Bidang Organisasi Perangkat adalah Kepala Unit Kerja Pengadaan
Daerah Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah yang menjadi pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
19. Kasubag Perencanaan/Kasubag| adalah badan usahaatau
Program/Kasubag Keuangan perseorangan yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu
20. | SKPD PA SKPD Pengguna Anggaran adalah instansi, organisasi
masyarakat, atau kelompok
masyarakat yang menyelenggarakan
swakelola yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim
Pengawas
21. | APIP Aparat Pengawas Internal adalah tim yang menyusun rencana
Pemerintah /Inspektorat kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan
rencana biaya swakelola.
22. | PPKD Pejabat Pengelola Keuangan adalah kepala SKPKD yang

Daerah

mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah




No Kode Aktor Pelaksana Deskripsi

23. |PA Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya

24, Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan tugas BUD.

25. |BUD Bendahara Umum Daeah adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai BUD

26. Bendahara Adalah pejabat yang membantu
kepala daerah untuk melakukan
pengelolaan keuanga

27. | PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Adalah pejabat pada Unit SKPD yang

Kegiatan melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Kegiatan dari suatu Program sesuai
dengan bidang tugasnya

28. Bidang Pendanaan dan Adalah bidang yang mengatur

Penetapan tentang pendanaan dan pendapatan
daerah

29. Kepala SKPD Adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

30. Petugas Pemungut Adalah pejabat yang bertugas
memungut penagihan

31. | BPP Bendahara Adalah pejabat yang ditunjuk untuk

Penerimaan/Bendahara menerima, menyimpan,

Penerimaan Pembantu menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

32. | PPK SKPD Pejabat Penatausahaan Adalah pejabat yang melaksanakan

Keuangan Satuan Kerja fungsi tata usaha keuangan pada
Perangkat Daerah SKPD.

33. | DPRD BA DPRD Badan Anggaran Adalah Badan Anggaran merupakan
alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap dan dibentuk oleh DPRD pada
awal masa jabatan keanggotaan
DPRD

34. Kuasa PenggunaBarang Adalah kepala unit kerja atau

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang
milik daerah yang berada dalam




No

Kode

Aktor Pelaksana

Deskripsi

penguasaannya dengan sebaik
baiknya.

35.

Pengguna Barang

Adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang
milik daerah

36.

Pengelola Barang

Adalah Pengelola Barang adalah
pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik
daerah.

37.

Tim Penilai

Adalah tim yang ditetapkan
gubernur/bupati/walikota sebagai
panitia penaksir harga yang unsurnya
terdiru dari SKPD/unit Kerja Terkait

1.3 PETAPROSES BISNIS
Peta Proses BisnisKabupaten Natuna diturunkan dari RPIJMD tahun 2021-2026.

Peta proses bisnis memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses

bisnis utama, proses bisnhis manajemen dan proses bisnis pendukung.

1. Proses bisnis utama

Proses bisnis utama merupakan pro®s yang menciptakan aliran nilai utama. Proses

utama memiliki kriteria sebagai berikut :

- Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal
instansi pemerintah

- Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintahdalam mencapai
visi, misi dan strategi organisasi; dan

Proses Manajemen

Proses manajemen adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan

memastikan proses utama berjalan baik.

Proses manajemen memiliki kriteria sebagai berikut :

- Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan

- Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses

utama namun menghasilkan nilai dan manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.




Proses pendukung memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan

lebih opti

mal.

A. Peta Proses Bisnis Level 0

Pelaku Industri £

dan Ekonomi e

Pemeintah £

Provinsi e |

Masyarakat  $

Layanan Publik O

Layanan
Administrasi
Pemerintahan

Kementerian dan
Lembaga Negara

Proses Utama

NTX 01] Akselerasi =

Peta Proses Bisnis

B. Peta Proses Bisnis Level I NTX 01

Masyarakat §

Pelaku ndustri §
dan Ekonomi

Layanan Publik O

e T
Lygnan O
Pemerintah  § Adminigtrasi
Provinsi g Pemerintahan i\
Kementerian dan §
Lembaga Negara

14

N0 INm03] o [NTX 04] Akselerasi =
peningkatan kualitas Mewujudkan Menciptakan pembangunan
Sumber Dayz kemandirian Kawasan perbatasan infrastruktur yang tertib
Manusia ekonomi berbasis yang aman, strategis, dan teratur
notensi lnkal dan eksotis
[NTX 05] Menciptskan > INTX0§] = INTX07] o
kualitas, dayatampung Menciptakan Mengoptimalkan
dan daya dukung reformasi birokrasi penggunaanTeknologi
lingkungan hidup yang yang cerdas (smart Infarmasi dan
berkelanjutan buresucracy) Komunikasi
Proses Manzjemen
NTKT1] 2 NTX12] 2 [NTX 13] Pelaporan > N 14] s 2 wis 2
Pengelolaan Pengelolaan dan Evaluasi Manajemen Mangjemen Pembinaan dan
Informasi Keangen dan Penyelenggaraan Peraturan (M p—
Pembangunan Kekayaan Pemerintzhan Daerzh DM Daersh e, S
[ Daerzh Daerah Daerah Pemerintah Daerah
Proses Pendukung
NTK21] 2 NTX22) = INTK23] N2 NTX23] = NTX28] =
Pengelolaan Penyel Pengelolaan
Adrministrasi Administrasi Ketertiban Umum Urusan Layanan Informasi Sumber Daya,
i P dan dan Publik Informasi dan
Pencatatan Sipi Masyarakat Umum Teknologi
Gambar 1. 1 Peta Proses Bisnis Level 0
Peta Proses Bisnis
Proses Utama
[NTX 02] Mewujudkancy [NTX 03] =3 [NTX 04] Akselerasi = [NTX 03] Menciptakan o [NTX0E] = [NTX 07] =
kemandirian ekonomi Menciptakan pembangunan kualitas, daya tampung Menciptakan Mengoptimalkan
berbasis potensi lokal Kawasan perbatasan infrastruktur yang tertib dan daya dukung reformasi birokrasi penggunaanTeknologi
yang aman, strategis, dan teratur lingkungan hidup yang yang cerdas (smart Informasi dan
dan eksotis berkelanjutan bureaucracy) Komunikasi
Peta Proses Level TNTX 01
[NTX01] Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia o
NX0101] o NX0103] o
Meningketnya Meningkatnya
pengamalan agama kualitas kesehatan
didzlam kehidupan
masyarakat NX0102] o [NTXOLM4]
Meningketnya Meningkatnyz peran
kualitas pendidikan perempuzn dalem
pembangunzn




Gambar 1. 2 Peta Proses Bisnis Level 1

C. Peta Proses Bisnis Level I NTX 02
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Peta Proses Bisnis
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peningkztan Menciptzkan pembangunan luzltas, daya tampung Menciptalan Mengoptimalkan
kualitzs Sumber Kawasan perbatasan infrastrukdur yang dan daya dukung reformasi birokrasi pengqunaznTeinologi
Daya Manusia yang aman, strategis, tertib dan tergtur linglungan hidup yang ‘yang cerdas (smart Informasi dan
dan eksatis berkelanjutan bursaucracy) Komunikasi
Masyarakat %
Peta Proses Level 1T 02
[NTX 02] Mewujudkan kemandinian ekonemi berbasis potensi lokal =
Layanan Public O %
S— ) {
Lagnan O [NIX0201] [NIXR202] = NTX0283] o INTX0204] o INO203] o [NTX0206) o
Administrasi I i i y i i
Pemerintzhan \ p di p d i i d fualitas tenaga standar hidup
sekdor petanian sektor paivisata sehat, aman dan sekdor pefindustiian eia ayak masyarakat,
dan peskanan kondusi dan perdagangan
Kementerian den §
Lembaga Negara
Gambar 1. 3 Peta Proses Bisnis Level 1 i NTX 02
Peta Proses Bisnis
Proses Utama
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